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Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai 
sepanjang lebih dari 95.000 km yang menyimpan kekayaan alam berupa ekosistem mangrove 
seluas 3,31 juta hektar atau sekitar 23% dari total luas hutan mangrove di dunia. Artikel ini 
merupakan studi literatur yang menganalisis berbagai sumber informasi terkait ekosistem 
mangrove di Indonesia, termasuk data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jurnal 
ilmiah, dan publikasi terkait.Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan 
program terkait konservasi dan rehabilitasi mangrove, seperti pengembangan kawasan konservasi 
mangrove, penanaman bibit mangrove, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun, upaya 
tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh dan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 
lemahnya koordinasi antar sektor, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan 
pendanaan. Untuk menjamin kelestarian ekosistem mangrove dan mendukung pembangunan 
berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia, diperlukan suatu strategi nasional pengelolaan 
ekosistem mangrove yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

 
Kata Kunci; Ekosistem mangrove, Jasa ekosistem, Degradasi mangrove, Konservasi dan 
rehabilitasi, Pembangunan berkelanjutan 

 
ABSTRACT 

Indonesia is known as the largest archipelagic country in the world with a coastline of more 
than 95,000 km which holds natural wealth in the form of a mangrove ecosystem covering an area 
of 3.31 million hectares or around 23% of the total area of mangrove forests in the world. This article 
is a literature study that analyzes various sources of information related to mangrove ecosystems 
in Indonesia, including data from the Ministry of Environment and Forestry, scientific journals, and 
related publications. The Indonesian government has issued various policies and programs related 
to mangrove conservation and rehabilitation, such as the development of conservation areas 
mangroves, planting mangrove seedlings, and empowering coastal communities. However, these 
efforts have not been fully integrated and still face various challenges, such as weak coordination 
between sectors, lack of community participation, and limited funding. To ensure the preservation 
of mangrove ecosystems and support sustainable development in Indonesia's coastal areas, a 
comprehensive and integrated national strategy for managing mangrove ecosystems is needed, 
involving various stakeholders and considering environmental, social and economic aspects. 
 
Keywords: Mangrove ecosystem, Ecosystem services, Mangrove degradation, Conservation and 
rehabilitation, Sustainable development 
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Pendahuluan 
 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia yang memiliki garis pantai 
sepanjang lebih dari 95.000 km. Wilayah pesisir 
dan laut Indonesia menyimpan kekayaan alam 
yang luar biasa, salah satunya adalah ekosistem 
mangrove. Mangrove merupakan komunitas 
tumbuhan berkayu yang tumbuh di daerah pasang 
surut, terutama di pantai berlumpur, estuaria, 
delta, dan laguna. Indonesia memiliki sekitar 3,31 
juta hektar hutan mangrove, yang mencakup 
sekitar 23% dari total luas hutan mangrove di 
dunia (Badan Pusat Statistik, 2022). 

Ekosistem mangrove memiliki peran 
penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan 
dan menyediakan berbagai jasa ekosistem bagi 
masyarakat. Mangrove berfungsi sebagai habitat 
bagi berbagai jenis flora dan fauna, penahan 
abrasi dan intrusi air laut, penyedia bahan baku 
bagi masyarakat pesisir, serta penyerap karbon 
yang efektif untuk mitigasi perubahan iklim 
(Kusmana, 2014). Namun, dalam beberapa 
dekade terakhir, ekosistem mangrove di Indonesia 
mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat 
berbagai tekanan, seperti konversi lahan untuk 
pertambakan, pemukiman, dan infrastruktur, 
penebangan liar, polusi, dan dampak perubahan 
iklim (Ilman et al., 2016). 

Berdasarkan data dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), luas 
hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2020 
tercatat sekitar 3,31 juta hektar, yang mengalami 
penurunan dari tahun 2015 sebesar 3,49 juta 
hektar. Kehilangan ekosistem mangrove ini tidak 
hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga 
merugikan masyarakat pesisir yang sangat 
bergantung pada sumber daya mangrove. Selain 
itu, degradasi mangrove juga mengancam upaya 
pencapaian pembangunan berkelanjutan di 
Indonesia, khususnya terkait dengan tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs) seperti menghentikan 
deforestasi, melestarikan ekosistem pesisir, serta 
memastikan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan (KLHK, 2021). 

Mengingat pentingnya peran ekosistem 
mangrove, pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan dan program 
terkait konservasi dan rehabilitasi mangrove. 
Namun, upaya tersebut belum terintegrasi secara 
menyeluruh dan masih menghadapi berbagai 
tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar 
sektor, kurangnya partisipasi masyarakat, serta 
keterbatasan pendanaan (Primavera, 2000). Oleh 
karena itu, diperlukan suatu strategi nasional 
pengelolaan ekosistem mangrove yang 
komprehensif dan terintegrasi untuk menjamin 

kelestarian ekosistem mangrove dan mendukung 
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir 
Indonesia. 
Material dan Metode 

a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 

tinjauan pustaka ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan 
untuk menggambarkan dan memahami fenomena 
pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait 
peran ekosistem mangrove, secara mendalam 
berdasarkan sumber-sumber literatur yang ada 
(Creswell, 2014). 

b. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 

tinjauan pustaka ini berasal dari berbagai literatur 
ilmiah, termasuk jurnal internasional, buku, 
laporan, dan sumber online terpercaya. Literatur-
literatur tersebut mencakup topik-topik terkait 
konsep pembangunan berkelanjutan (Brundtland, 
1987), fungsi dan peran ekosistem mangrove 
(Barbier et al., 2011), serta implementasi 
pengelolaan mangrove yang berkelanjutan 
(Lovelock & Duarte, 2019). 

 
c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam tinjauan 
pustaka ini dilakukan melalui studi pustaka (library 
research). Peneliti mengumpulkan dan menelaah 
berbagai sumber literatur yang relevan dengan 
topik pembahasan, baik melalui pencarian di 
database jurnal ilmiah, perpustakaan, maupun 
situs web terkait (Sugiyono, 2017). 

d.  Analisis Data 
Analisis data dalam tinjauan pustaka ini 

menggunakan pendekatan analisis isi (content 
analysis). Peneliti melakukan identifikasi, 
kategorisasi, dan interpretasi terhadap informasi 
yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. 
Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis dan 
penyusunan gagasan secara sistematis untuk 
menghasilkan tinjauan pustaka yang 
komprehensif dan berkualitas (Krippendorff, 
2018). 

Proses analisis data meliputi beberapa 
langkah, yaitu: 
1. Membaca dan memahami secara seksama 

literatur yang dikumpulkan. 
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 

informasi penting terkait konsep 
pembangunan berkelanjutan dan peran 
ekosistem mangrove. 

3. Menarik kesimpulan dan menyusun tinjauan 
pustaka secara terstruktur. 

4. Memastikan kesesuaian isi tinjauan pustaka 
dengan topik yang dibahas. 

Melalui pendekatan analisis isi, tinjauan 
pustaka ini berupaya untuk menghasilkan 
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pemahaman yang mendalam mengenai peran 
ekosistem mangrove dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir 
(Hsieh & Shannon, 2005). 

 
Hasil Dan Pembahasan 
Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem 
Mangrove 

1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Mangrove 
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung 
pengelolaan ekosistem mangrove yang 
berkelanjutan. Salah satu upaya penting adalah 
penerbitan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional, yang mengatur perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian 
dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
2020). Regulasi ini menetapkan luas minimal 
kawasan mangrove yang harus dipertahankan di 
setiap provinsi, serta melarang kegiatan konversi 
yang dapat merusak hutan mangrove. 

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Restorasi Ekosistem Mangrove. Peraturan ini 
memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan 
upaya restorasi dan rehabilitasi mangrove secara 
terencana dan terkoordinasi (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Upaya 
ini bertujuan untuk memulihkan luasan dan fungsi 
ekosistem mangrove yang telah rusak akibat 
berbagai aktivitas pembangunan di wilayah 
pesisir. 

Dalam konteks internasional, Indonesia 
juga telah meratifikasi Konvensi Ramsar tentang 
Lahan Basah pada tahun 1991. Konvensi ini 
mendorong negara-negara anggota untuk 
melindungi, mengelola, dan memanfaatkan lahan 
basah, termasuk ekosistem mangrove, secara 
bijaksana demi menjaga kelestarian fungsi 
ekologisnya (Ramsar Convention Secretariat, 
2016). Ratifikasi ini menjadi dasar bagi Indonesia 
untuk mengintegrasikan pengelolaan mangrove ke 
dalam perencanaan pembangunan nasional. 
2. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan 
Mangrove 

Pemerintah Indonesia juga telah 
melakukan penguatan kelembagaan dalam upaya 
pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih 
efektif. Salah satu langkah penting adalah 
dibentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Lindung dan Konservasi Alam di bawah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
pada tahun 2015. Direktorat ini memiliki tugas dan 
fungsi khusus dalam merumuskan kebijakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan 
hutan lindung, termasuk ekosistem mangrove 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
2015). 

Selain itu, pemerintah daerah juga telah 
membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 
bertanggung jawab dalam pengelolaan mangrove 
di tingkat lokal. UPT ini berkoordinasi dengan 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lindung 
dan Konservasi Alam dalam menjalankan 
program-program restorasi, rehabilitasi, dan 
monitoring mangrove (Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 2018). Penguatan 
kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pengelolaan mangrove di 
seluruh wilayah Indonesia. 
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan 
Mangrove 

Selain penguatan kebijakan dan 
kelembagaan, pemerintah juga telah mendorong 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
ekosistem mangrove. Berbagai program 
pemberdayaan masyarakat telah 
diimplementasikan, seperti pengembangan 
Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah pesisir 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
2019). Melalui skema ini, masyarakat dilibatkan 
secara aktif dalam kegiatan penanaman, 
pemeliharaan, dan monitoring mangrove. 

Selain itu, pemerintah juga telah 
mendorong pengembangan ekowisata mangrove 
sebagai salah satu upaya pemberdayaan 
masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam 
pengelolaan dan pengembangan kawasan 
ekowisata, sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan mereka 
(Kementerian Pariwisata, 2019). Skema ekowisata 
mangrove juga berfungsi untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 
kelestarian ekosistem mangrove. 

Pada beberapa daerah, pemerintah daerah 
juga telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) 
yang mengatur peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan mangrove. Perda ini memberikan 
landasan hukum bagi masyarakat untuk terlibat 
aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 
maupun pengawasan terhadap program-program 
pengelolaan mangrove (Pemerintah Daerah 
Provinsi Riau, 2012). Upaya ini bertujuan untuk 
memastikan keberlanjutan pengelolaan mangrove 
dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat setempat. 

Secara keseluruhan, strategi nasional 
pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia 
telah mencakup aspek kebijakan dan regulasi, 
penguatan kelembagaan, serta partisipasi 
masyarakat. Berbagai upaya ini diharapkan dapat 
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mendorong pengelolaan mangrove yang lebih 
efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi 
masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa 
tantangan yang perlu dihadapi, seperti koordinasi 
antar sektor, alokasi anggaran yang memadai, 
serta peningkatan kapasitas pemangku 
kepentingan di tingkat lokal.  

Konservasi Ekosistem Mangrove 
1. Identifikasi Kawasan Mangrove Prioritas 

Kawasan mangrove yang memiliki prioritas 
tinggi untuk konservasi perlu diidentifikasi 
berdasarkan beberapa kriteria, antara lain 
keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, dan 
ancaman kerusakan. Menurut penelitian Giri et al., 
(2011), kawasan mangrove dengan 
keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti di 
Asia Tenggara, harus menjadi prioritas utama 
untuk konservasi. Selain itu, kawasan mangrove 
yang memiliki fungsi penting dalam melindungi 
garis pantai, mencegah erosi, dan menjaga 
kelestarian sumber daya perikanan juga perlu 
diberi prioritas (Kathiresan & Bingham, 2001). 

Identifikasi kawasan mangrove prioritas 
juga harus mempertimbangkan ancaman 
kerusakan, baik yang disebabkan oleh aktivitas 
manusia maupun perubahan iklim. Menurut 
penelitian Murdiyarso et al., (2015), kawasan 
mangrove yang terkena dampak konversi lahan, 
polusi, dan perubahan iklim harus menjadi prioritas 
untuk dilindungi dan dipulihkan. 
2. Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

Mangrove 
Upaya perlindungan dan pemulihan habitat 

mangrove merupakan langkah penting dalam 
konservasi ekosistem mangrove. Menurut Giri et 
al., (2011), perlindungan habitat mangrove dapat 
dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi, 
seperti taman nasional atau suaka alam. Selain itu, 
pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di 
sekitar kawasan mangrove juga perlu dilakukan 
untuk mencegah kerusakan. 

Pemulihan habitat mangrove dapat 
dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi, seperti 
penanaman kembali (reforestation) dan restorasi 
ekosistem mangrove yang telah rusak (Kairo et al., 
2001). Pemilihan jenis mangrove yang sesuai 
dengan kondisi lokal, penggunaan teknik 
penanaman yang tepat, dan pemantauan 
berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan upaya 
pemulihan habitat mangrove. 

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat 
Keberhasilan konservasi ekosistem 

mangrove juga bergantung pada peningkatan 
kesadaran masyarakat. Menurut Walters (2003), 
keterlibatan dan dukungan masyarakat lokal 
sangat penting dalam menjaga kelestarian 
mangrove. Upaya peningkatan kesadaran dapat 
dilakukan melalui program edukasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Program edukasi 
dapat mencakup penyampaian informasi tentang 
pentingnya mangrove, ancaman yang dihadapi, 
serta upaya-upaya konservasi yang dapat 
dilakukan. Menurut Rönnbäck et al., (2007), 
pendidikan lingkungan dan pelatihan dapat 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
fungsi ekologis mangrove dan mendorong 
partisipasi aktif dalam konservasi. 

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga 
penting dilakukan untuk mendukung konservasi 
mangrove. Menurut Walters (2003), 
pengembangan mata pencaharian yang 
berkelanjutan, seperti ekowisata dan perikanan 
berkelanjutan, dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekaligus mendorong mereka untuk 
menjaga kelestarian mangrove. Dalam upaya 
konservasi ekosistem mangrove, identifikasi 
kawasan mangrove prioritas, perlindungan dan 
pemulihan habitat mangrove, serta peningkatan 
kesadaran masyarakat merupakan langkah-
langkah penting yang perlu dilakukan secara 
terpadu dan berkelanjutan. Dengan pendekatan 
yang komprehensif, diharapkan konservasi 
ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat 
bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan 
masyarakat. 
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 

1. Penilaian Kerusakan Mangrove 
Penilaian kerusakan mangrove merupakan 

langkah awal yang penting dalam proses 
rehabilitasi. Menurut Kairo et al., (2001), penilaian 
kerusakan mangrove dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai metode, seperti survei 
lapangan, analisis citra satelit, dan pemetaan 
vegetasi. Informasi tentang luas, jenis, dan tingkat 
kerusakan mangrove akan menjadi dasar untuk 
merencanakan strategi rehabilitasi yang tepat. 
Menurut Ellison (2000), penilaian kerusakan 
mangrove juga harus mempertimbangkan faktor-
faktor penyebab kerusakan, seperti konversi 
lahan, pencemaran, dan perubahan iklim. 
Pemahaman tentang penyebab kerusakan akan 
membantu dalam menentukan langkah-langkah 
pencegahan dan mitigasi yang perlu dilakukan. 

2. Pemilihan Jenis Mangrove yang Tepat 
Pemilihan jenis mangrove yang tepat 

merupakan kunci keberhasilan dalam proses 
rehabilitasi. Menurut Kairo et al., (2001), pemilihan 
jenis mangrove harus mempertimbangkan kondisi 
lingkungan setempat, seperti salinitas, jenis tanah, 
dan hidrologi. Selain itu, jenis mangrove yang 
dipilih harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi, 
misalnya untuk melindungi garis pantai, 
meningkatkan keanekaragaman hayati, atau 
menyediakan sumber penghidupan bagi 
masyarakat. Menurut Kathiresan dan Bingham 
(2001), beberapa jenis mangrove yang umum 
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digunakan dalam rehabilitasi antara lain 
Rhizophora, Avicennia, dan Sonneratia. Pemilihan 
jenis mangrove juga harus mempertimbangkan 
kemampuan adaptasi dan keberhasilan 
pertumbuhan di lokasi yang akan direhabilitasi. 

3. Teknik Rehabilitasi Mangrove 
Teknik rehabilitasi mangrove dapat 

dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara 
lain penanaman kembali (reforestation), restorasi 
ekosistem, dan pengelolaan habitat mangrove. 

a. Penanaman Kembali (Reforestation) 
 Penanaman kembali merupakan salah 

satu teknik rehabilitasi mangrove yang paling 
umum dilakukan. Menurut Kairo et al., (2001), 
penanaman kembali dapat dilakukan dengan 
menanam propagul, bibit, atau anakan mangrove 
yang diperoleh dari alam atau diproduksi secara 
buatan. Pemilihan lokasi, preparasi lahan, dan 
teknik penanaman yang tepat menjadi kunci 
keberhasilan penanaman kembali. 

b. Restorasi Ekosistem 
Restorasi ekosistem mangrove dapat 

dilakukan dengan memulihkan kondisi lingkungan 
yang mendukung pertumbuhan mangrove, seperti 
hidrologi, substrat, dan kualitas air. Menurut 
Ellison (2000), restorasi ekosistem dapat 
dilakukan dengan memperbaiki saluran air, 
mengembalikan pola pasang surut, dan 
mengurangi dampak polusi. 

c. Pengelolaan Habitat Mangrove 
Pengelolaan habitat mangrove merupakan 

pendekatan lain dalam rehabilitasi ekosistem 
mangrove. Menurut Walters (2003), pengelolaan 
habitat dapat dilakukan melalui pembatasan 
aktivitas manusia, pengaturan pemanfaatan 
sumber daya alam, dan pemantauan 
berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk 
menjaga kelestarian mangrove dan mencegah 
kerusakan lebih lanjut. 

Dalam proses rehabilitasi ekosistem 
mangrove, penilaian kerusakan, pemilihan jenis 
mangrove yang tepat, dan penerapan teknik 
rehabilitasi yang sesuai merupakan langkah-
langkah penting yang perlu dilakukan secara 
terpadu. Keberhasilan rehabilitasi mangrove akan 
berdampak positif bagi kelestarian ekosistem, 
perlindungan garis pantai, dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Dukungan Pembangunan Berkelanjutan 

1. Integrasi Pengelolaan Mangrove dalam 
Pembangunan Wilayah Pesisir 

Ekosistem mangrove memiliki peran 
penting dalam pembangunan wilayah pesisir yang 
berkelanjutan. Menurut Walters et al., (2008), 
integrasi pengelolaan mangrove dalam 
pembangunan wilayah pesisir harus dilakukan 
secara komprehensif dengan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta. Menurut 
Primavera (2000), pengelolaan mangrove yang 
terintegrasi dalam pembangunan wilayah pesisir 
dapat mencakup perencanaan tata ruang, 
konservasi habitat, pengembangan ekonomi 
berbasis masyarakat, dan kebijakan yang 
mendukung kelestarian ekosistem. Integrasi ini 
akan memastikan bahwa pembangunan di wilayah 
pesisir berjalan selaras dengan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 

2. Pemanfaatan Mangrove secara Lestari 
Pemanfaatan mangrove secara lestari 

merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan 
antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian 
ekosistem. Menurut Walters (2003), pemanfaatan 
mangrove dapat dilakukan melalui berbagai 
kegiatan, seperti ekowisata, produksi arang, dan 
perikanan tangkap yang ramah lingkungan. 
Menurut Rönnbäck (1999), pemanfaatan 
mangrove secara lestari juga harus 
mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi 
masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat 
lokal, distribusi manfaat yang adil, dan 
pengembangan keterampilan. Pendekatan ini 
akan memastikan bahwa pemanfaatan mangrove 
dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi 
masyarakat dan ekosistem. 

3. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Ekosistem mangrove memiliki peran 

penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Menurut Mcleod et al., (2011), mangrove 
dapat berperan sebagai penyerap karbon (carbon 
sink) yang efektif, sehingga dapat membantu 
mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, 
menurut Alongi (2008), mangrove juga dapat 
berfungsi sebagai pelindung garis pantai dari 
ancaman bencana alam, seperti badai, tsunami, 
dan kenaikan permukaan laut akibat perubahan 
iklim. Dengan demikian, pengelolaan mangrove 
yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah 
pesisir dapat berkontribusi pada upaya mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. 

Pemanfaatan mangrove secara lestari juga 
dapat meningkatkan ketahanan masyarakat 
pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Menurut 
Walters et al., (2008), diversifikasi mata 
pencaharian, penguatan kapasitas masyarakat, 
dan pengembangan infrastruktur yang tangguh 
terhadap iklim merupakan strategi adaptasi yang 
dapat diterapkan. Integrasi pengelolaan mangrove 
dalam pembangunan wilayah pesisir, 
pemanfaatan mangrove secara lestari, serta 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan 
upaya yang saling terkait dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan. Pendekatan holistik 
dan kolaboratif antara berbagai pemangku 
kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan 
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dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan di wilayah pesisir 

 
Kesimpulan 
1. Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia dengan garis pantai 
mencapai lebih dari 95.000 km, yang 
menyimpan kekayaan alam berupa ekosistem 
mangrove. Indonesia memiliki sekitar 3,31 juta 
hektar hutan mangrove, yang mencakup 
sekitar 23% dari total luas hutan mangrove di 
dunia. 

2. Ekosistem mangrove memiliki peran penting 
dalam menjaga keseimbangan lingkungan, 
menyediakan habitat bagi berbagai flora dan 
fauna, mencegah abrasi dan intrusi air laut, 
serta menyediakan bahan baku bagi 
masyarakat pesisir. Namun, dalam beberapa 
dekade terakhir, ekosistem mangrove di 
Indonesia mengalami degradasi akibat 
berbagai tekanan seperti konversi lahan, 
penebangan liar, dan dampak perubahan 
iklim. 

3. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 
berbagai kebijakan dan program terkait 
konservasi dan rehabilitasi mangrove. 
Namun, upaya tersebut belum terintegrasi 
secara menyeluruh dan masih menghadapi 
tantangan seperti lemahnya koordinasi, 
kurangnya partisipasi masyarakat, dan 
keterbatasan pendanaan. 

4. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi 
nasional pengelolaan ekosistem mangrove 
yang komprehensif dan terintegrasi untuk 
menjamin kelestarian ekosistem mangrove 
dan mendukung pembangunan berkelanjutan 
di wilayah pesisir Indonesia. 
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